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_ Para plhak tidak dapag membuat suam pergan;xan dengan_'
meianggas peraturan pemndaﬁg-undangan yang- ada Menurut pasal 1320

K@u&uSaﬁ ?resxdeﬁ RI No 43 tahun 199§ unpor gula haﬁya dapat.
ddakukan cleh Badan Umsan Logistlk Nasnonai (BULOQG).. Atas dasa: ini

?asai H aya‘t 3 Kenveﬂﬁ New York 1958 menyebutkan puia bahwa 3

) o "’I?ae Cozm‘ of a Contramng Staze, wizen sezzed of an actzon in.a
... matier in respect of which the parties have made an.agreement mr}zm
the meaning of this erticle, shall ; at the reguest of one of the Dariies,
rgfer the parties io arbitration, unless it finds that the said agreemenz
is nuH and void, inoperative or incapable of being peifonned °

' Atas dasaz pasal 132@ ayat 4 KUH Perdata dan pasai I ayat 3
Kanvemn New Yﬂzk 1958 tersebnt dlatas keputusan Mahkamah Agung R.L
dalam perkara, ini. masuk akal.”" =

Pertazayaan berikutnya adalah bagauﬁana ;1ka pzhak E D & F. Man
(Sugar) Ltd, membawa perkara ini ke badan arbitrase. London sebagaimana
dip@tﬁrgzkﬂ.ﬂ" Seandamya Badan Arbitrase di London m@menangkan pihak
ED. & F. Man (Sugar) Led,: dag)atkah keputusan arbitrase tersebut
dilaksanakan di Indonesia?

Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 1 tahun 1990 mengatur tentang
peiaksanaan keputusan arbitrase luar negeri di Indonesia. Pasal 3 ayat 3 dan
pasal 4 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung tersebut menyebutkan bahwa
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pelaksanaan '53Ec:epumsam arvitrase luar negeri di Indonesid iferbatas ‘pada
ﬁce@umsa pulusan yang ﬁdak %eﬁemangan dengan kstertiban umum ‘dan
Mahkamah Agung R tidak akan memberikan Exeguatur apabila keputusan
arbifrase luar negeri tersebut nyata-nyata bertentangan dengan sendi-sendi
azasi dari selurub sistim hukom dan masyarakat di Indonesia (ketertiban
amum} _

Timbul peﬁ:zmyaan apa saja yang dapat dxanggap hal-hal yang
bertentanganr dengan keteriiban umum? ©Dapatkah ketertiban umum
dirumuskan secara terperinci  dan hmatai:if untuk  menghindarkan
kenéakpasnm hukum? .. .

" “Pertanyaan semacam’ “ini teiah ﬁa}ur seja%; ajamn ketertiban umum
dikenal, terutams di dalam bidang hukum perdata internasional. Ketertiban
wmim- dikenal é&ngan ber&agaz istilah sepem “orde public”® (?erancxs),

gmbfm pﬁgmy {ﬁingi@ Saxony, begitu juwa pengaman mengenal ‘makna dan
isinya tidak sama di b&rbagaz ‘negars, Kerap ali pemmbangan pohtns
dzg}akaz sebagaiy pegangazx unink menyatakaﬁ suatn kaidah asing bertentangam_
dengan kewertiban wmum dari forum hakim yang ‘bersangkutan, sehingga
ﬁdakpéldu éspeﬂakuﬁgan ‘Kerertiban umum ada kalanya diartikan sebagai
“&eiembaﬁ kessgahteraan ‘dan keamanan”, atau dzsamakan dengan keteriiban
sulam, atau synonim dari “istilah "keadxlan ““Dapat pula dlperguaakan
mﬁ kata “baliwa hakzm wa_;ib un*uk. mempergunakan pasai pasal
Undang Undang tertenta~

. Eembali kepada pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbiirase luar
ﬁegen “Konvensi New York 1958 sendiri menyatakan bahwa permoaonan
untuk’ pelaksanaan kepamsan arbitrase asing bisa ditolak atas permmtaau
prhak t@rhadap siapa’ kepumsan tergebut akan dniaksanakan apabﬂa 1a dapat
membgkﬁkm %&hwa N

{a) . The pzm’zes to the agreement referred fo in aryicle H were,
Y nnder the low appé‘zcabie 10 them, under Some incopacilty, or the
" said agreement is nor valid under the law 1o which the pames
. have subjected it or, failing any zndecatzon thereon, under the

o aw gf the mmzz?y where the award was made; or.
BT The pam ageinst whom_the award is invoked was not gzvem
L praper motice of the appammenf of ‘the_arbitraror or of the
arbitration proceedings or was azizemzse umbie 3‘0 preserzf hzs
case; or :
S (= The mmrd deals wzriz a dgﬁermcn ?202‘ corzfemplated by or nor
S faé’;’mg wz!hm f&e z’erms af fhe submzsszarz zo arb;zmtz@fz or .zf

v Fapped  FEMHID



. ::Kc}b_ie}z_t:ézf:f{e}?utman Hakim . 273_ "

. comtains decisions - on matters beyond the ‘scope of zize

- submission to arbitration, provided that, if the decisions on
i matters submitted {o'arbitration can be separated from those m}i '
i 50 submitted, that part of the award which contains decisions ¢ on.
. matters submmed 0 aréazrratzon my be recognized cmd erzforced ;-
e B0 gps : :
Cd) o The. composition. of the arbitral authority or the ariaztmf
L. sprocedure was not in accordance with the agreemen: ¢ tke-. :

- parties, or, failing such agreement, was not in accordance with
- the law of the country where the arbitration took place; or:
... The award has not yer become binding on the pariies, or has -
' been set aside or suspended by a competen: authority of: ﬂze-
country in which, or under the law of which, that award was
made.

D;sampmg itu pengakuan dan pelaksanaan putusan arbltrase ‘asing dapat
ditolak, jika badan yang berwenang di negara di mana keputusan tersebu&
dzmmta untuk diakui daa diiaksanakan menemukan bahwa:

T (a). ‘the subject matter of the'di ﬁerefzce is not capable of .s*en‘lemem
“o'v by arbitration under the law of thot coumtry; or
2B} The recognition or enforcement of the award would be con:ra.ry
#5100 to the publzc pohcy of thar country :

Berbagal alasan atau dasa.r dxkemukakan unfuk mengatakan agakah
suatu putusan arbitrasi asing dianggap bertentangan dengan ketertiban umiim
suate megara. Pertama, adalah bertentangau dengan ketertiban umum, jika
salah satu pihak tidak' diberi kesempatan untuk didengar dengan cukup
sebielum keputusan diambil,: Namun, apabila pihak yang bersangkutan sudah
dipanggil namun menolak untuk mengambil bagian atau tidak aktif dalam
arbitrase, keadaan ini tidak dapat " dianggap bertentangan dengan ketertiban
umum. ~“Misalnya, dalam keputusan antara sebuah perusahaan Switzerland
(XSA): dengan sebuah ‘perusahaan Spanyo! (Y), Y ‘berpendapat bahwa
pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase London yang dibuat oleh
Dewan Arbitrasi "Coffee: Trade Federation” akan bertentangan dengan
ketertiban ‘umum . Spanyol, “antara lain karena - ‘keputusan “diambil tanpa
hadirnya Y, perusahaan Spany@l ‘tersebut, Namun Mahkamah Agung
Spanyol berpendapat, bahwa ternyata Y telah menerima urgen  telex’ dari
XSA' tentang - pembukaan ‘sidang - arbitrase “dan. Y menganigkat wasit
(arbitrator) yang akan mewakilinya. Jika diikuti, bahwa ketertiban umum
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harus menca}fup “Arbitration Law 1953” atau pasal 954 dari "The Law of
Civil Enforcement”, Konvensi New York 1958 hanya akan menjadi huruf
mati . éan hal mana akan cukup bagi pedagang-pedagang Spanyol untuk
memxmp peiaksanaan keputusan arbitrase dimasa datang dengan idak
bekeriasama. dalam pengangkatan para arbitrator.

‘Pendapat yang serupa dikemukakan pula olek Mahkamah Agung
Bombay (India) dalam Eurgpean Grain Shipping Lid, (Inggris) v. Seth Oil
Mills L4, {India), 1983, Berdasarkan kontrak tanggal 25 Maret 1976, Seth
Oit. Malis Lid. menjual kepada European Grain 500 Metrik Ton "rice bran
extraction?, dakapa&kan pada bulan Juni dan Juli 1976 atas pilihan pembeli

- melalui g}alabuhan Bedi di Negara Bagian Gujarat.. Kontrak dibuat menurut
syarat-syarat dan . ketemuan—keienman dari The Grain and Feed Trade
Association (GAFTA). Pasal 26 dari kontrak menyebutkan:

“Any dispute arising out of or under the contract was 1o be settled by
~arbitration in London in accardance with the Arbitration Rules of
MGAFTA No. 125." . :

KEetika Seih O§§ Mills tidek mampu mengirim sebanyak jumlah yang
telah disetujui, European Grain memberitahukan Seth Oil Mills bahwa klaim
akan diserahkan kepada arbifrase. European Grain mengangkat arbitrator
yang mewakilinva sebagaimana ditentukan-oleh GAFTA Arbitration Rules.
Tetapi Seth Oil Mills tidak mengangkat arbitratornya dan tidak tampil
didepan arbitrase walaupun sudah diberitahu. Dengan Keputusan Arbitrase
yang tidak memuat alasan-alasan tertanggal 17 Mei 1977, Seth Qil MIHS
diharuskan membayar kepada European Grain UK 25,525, & /

_______ Tatkala Seth Oil Mills tidak membayar jumlah tersebus, European
Grain pada-tanggal 2 Agusms 1977, mengajukan permohonan pelaksanaan
keputusan -tersebut berdasarkan Indian Foreign Awards Act 1961, yang
menjadi dasar pelaksanaan Konvensi New York 1958 di India. Di depan
Mabkamah-Agung Bombay Seth Oil Mills antara Iain mendalilkan, bahwa
pelaksanaan kepuiusan arbitrase London tersebut akan bertentangan dengan
ketertiban umum sebagaimana disebutkan dalam Section 7(1) (b) i) dari the
1961 Act:. - Sebelum Seth Oil Mills menyelesaikan pengiriman untuk
memenuhi - kontrak ia menerima surat.dari pemerintah negara bagian
Punyab, yang membatalkan izin export, yang menyebabkan ja tidak mungkin
memenuhi konirak eksport pecahan-pecahan kulit padi tersebut. - European
Grain telah diberitahu mengenai hal it begitu-keputusan tersebut-diterima.
Pasal 18 dari kontrak menyebutkan bahwa dalam hal pelarangan export,
kontrak. harus. dibatalkan. Seth Oil Mills: mengatakan, -adalah menjadi
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“ ynmk lak pelaksanzan putusan arbitrase dengan -alasan bertentang

ahwa Arbitrator mengeluarkan keputusan yang tidak mendapat -
an. hukum dan dengan demikian bertentangan’dengan ketemb i
amun hakim mengatakan, bahwa-alasan tersebut yaitu larangan -
eris harus dikemukakan di depan arbitrator untuk menjadi bahan =~
perumbangzm bagi mereka. Di dalam. kenyatasnnya, iermohon memilih
uniuk tidak tampil di depan arbitrator, hal mana tidak culkup bagi- Mah%:amahi:_‘

) __dengan ertiban umu. - Tambahan pula yengapalan dnlakukan mela_%ua_i.. .

_' : indak memuat alasan—alasan ~maka pelaksa_nammya ‘akan
beﬁeﬁ zngan dengan ketertiban vmum. Mahkamszh menolak dalil ini, karena
pelaksanaan arbitrase GAFTA tidak smengharuskan keputusan : arbitrase
memuat alasan-alasannya dan bila salah satn-pihak tidak puas, bisa naik

"Kepmwan Hakzm 2?’3 o

handmg kepada "Board of Appeal of GAFTA", sepenti disebutkan oleh Rule

8 GAFTA. - - Mahkamzh -Agung Bombay mengabulkan permohanan
pelaksanaan kepumsan arbiirase tersebut. .
:Sikap . arbitrator yang. tidak -memihak . (1mparteahty} adaiah gugai_;
persyammn -yang mendasar dalam setiap arbitrase.. Syarat ini mengharuskan
arbitrator tidak mempunyai -kepentingan pribadi dalam’ masalah ‘yang
bersangkutan dan - diz bebas (independent) -dari- kedua belah. pihak.
Pengadxiau—penﬂadﬂaﬁ pada umumnya membedakan keadaan-keadaan ‘yang
menygbahk—aa arbitrator fidak mungkin mengikuii untuk tidak memihak dan
arbitrator yang dalam kenyataannya telah bersikdp memihak: ‘Dalam Denis
Coakley Ltd. (Inggris) v. Ste’ Mickel Reverdy {Perancis) {1981), pada 15
September: 1978, Reverdy menjual kepada Cozakley gandum sebanyak empat
kali pengapalan. Kontrak menyebutkan bahwa perselisihan yang mungkin
timbul akan diselesaikan melalui arbitrase dibawah "Arbitration Rules of
GAFTA". Ketika Reverdy tidak dapai memenuhi pengapalan, perselisihan
diserahkan kepada Arbitrase GAFTA - Menurut peraturan arbitrase GAFTA,
tiap pihak mengangkat arbitrator yang mewakllmya dan kedua arbxtrator .
kemydian mengangkat arbitrator yang: ketiga. = |
«/Tanggal - 23 - Mei - 1980, ketiga- arbltragor tersebut mengeiua:k
keputusan ‘yang . diambil ‘dengan:suara bulaty memerintahikan ‘Reverdy:
membayar kepada Coakley sejumiah uvang. Dalam tingkat banding, Dewan ™
Banding GAFTA memperkuat keputusan-tersgbut: dengan suara bulat pada
tanggal 23 -September 1980.  Dalam perkara-ini Mr. 8.1, Smith, salzh
seorang: arbitrator dalam. tingkat pertama, bertindak © sebagai pénasehat’
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hukum C@akiey di depan Dewan Banding Arbitrase. Pada tanggal 24
November 1920, Pengadilan Tingkat Pertama di Troyes mengabulkan
permohonan pelaksanaan k@putusan arbitrase GAFTA tingkat pertama dan’
tingkat banding. Dibawah oposisi Reverdy, Ketua Pengadilan menca‘out%
kembali pefaksanaan keputusan arbitrase tersebut berdasarkan alasan bahwa
Mr. - Smith yang menjadi salah seorang arbitrator dalam Tingkat Pertama dan:
kemudian: menjadi penasehat hukum Coakley dalam Dewan Arbitrase tmgka&-
%anémg, hal mana melanggar "International public policy” Perancis.

. Coakley naik banding ke Court of Appeal di Reims yang menyatakani_
geiaksanaan keputusan arbitrase tersebut berdasarkan aiasan antara lam =

e _,.Ketembaﬁ umum yang akan dzterapkan dalam pengakuan dan
pelaksanazn keputusan arbitrase asing bukan ketertiban umum dalam:
irumegeri, tetaph ketertiban umum dari hukum mtemasmnai negara di-
w1 mana keputusan tersebut dimohon. '
2. .+ Seperti dinyatakan oleh hakim, kasus ini, tidak menunjukan bahwa Mr '
o Smith . adalab  penasehat hukum Denis Coakley Ltd. sebelum
- pengangkatannya ‘sebagai arbztrator pada Dewan Arbitrase tmgkat*
pertama. o

3.+ Lagi pula, keputnsan Arbitrase tingkat pertama diambil dengan suara
- - bulat oleh ketiga arbitrator dan Mr. Smith yang bertindak sebagai”
i penasehat hukam Coakley dalam Dewan Arbitrase tingkat banding;
_:7bukan merupakan salah satu arbitrator dalam tingkat banding tersebut -

-+ .yang mengeluarkan keputusan dengan secara bulat pula. Dan jelas
+ juga,bahwa wakiu Mr. Smith bertindak sebagai penasehat hukum pada®
.. =Dewan warbitrase tingkat banding, Dewan Arbitrase tingkat pertama

© 1 :secara pasti tidak mempunyai kekuasaan apapun lagi.
4. Hal-hal tersebut diatas menyebabkan keputusan arbitrase tanggal 29'”-

w2 September: 1990, txdak meﬁanggar “‘Intematlonai pubhc pohcy

-Pex‘zmcxs o g . :

%'Bx Ameﬁi{a Serlkat Pengad:!an dlstrxk New York menyatakan dalam,'-‘
Tmmmanﬂe Seaways Corp. of Monroviav. Marc Rich & Co.A.G (1979);
bahwa hubungan Nelson, salah seorang arbitrator, dengan termohon Marc -
Rich & Co terlalu lemah untuk mendxskwahﬁkasmya sebagai arbitrator yang
berpergalaman- dan dihormati di bidang maritim, khususnya Rxch tndak--‘
memﬁmng integritas pribadi Nelson. - =

.o Duduk perkaranya adalah sebagai berikut. Transmarme and chh‘
aéalah para pihak dalam charter kapal di mana Rich mencarter kapal "Ocean’
Voyages"~kepunyaan Transmarine, untuk mengangkut ‘minyak mentah

- Juni 1993
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Rach menermtahkan “Gcean Voyagaz," menuju: peiaauhan fg&&g; :

e _-:fﬁst&nmkan ﬁhtu%: membongkar mwtannya dan memberitah: ‘%‘ransmarme]f

Tram;mmne mea@iak permmman s;ian memzma agar mmh mengaf
sgbut dan: muataimy& ke kapaﬁ tanker “The Pegasas S&teﬁa‘h#

da,__ gan usul:ini; R;ch menyemgug pmposai tersebx,i
y. sujuan ‘baru, Rich berkewajﬁ)an membayar.ongkos angkut dan keiebihan_ :
‘waktu ‘berlabuh. . Namun demikian Rich sebenarnya tidak ingin terikat

_%@@aﬁa p&rjanpan barw tersebiut. - Sirateginya adalah membongkar mu
-untuk dipindahkan ke ﬂie‘i’egasus dan kemudian menolak proposal terss _
‘Setelah ini terjadi, Trans marine mengajukan klaimkepada Rich sehubungan o
'} ﬁémgan tambahan ongkos' dan kelebihan wakiu berlabuh: . Rich memlak '

. ﬁi'se%.mz: dan’ perselisihan dibawa ke Dewan Arbitrase di New: York
1gan perjanjian "Charter: Party” vang periama, Dewan' Ar’mtmse '
e ari dua arbitrator (Nelson dan Van: Gelder) dan arbitrator: %:eﬁga,,
"Berg, dxangkat oleh Nelson dan Van Gelder. Pada waktu: pembukaan sidang
‘pertama, - Rich ‘minta agar-Nelson mengundurkan-diri karena ia adalsh
:Premden dari Perusahaan sebagai agen perkapalan yang: mengajukan: kiaun
kepada Rich pada suam arbitrase dan di pengadilan sebelumnya. = Rich
berpendapat Nelson akan bersikap subjektif. Nelson menolak-mengundurkan
diri, sidang  dilanjutkan‘ dan menghasilkan putusan yang menguntungkan
Transmarine. - Transmarine mengajukan permohonan pelaksanaan keputusan
tersebut berdasarkan 9 U.S.C 201 e seq, yang menjadi dasar pelaksanaan
konvenst:~ Sebaliknya Rich berusaha membatatkannya, berdasarkan pasal V
{2y (b)y Konvensi New York 1958 mendalitkan bahwa keputusan tersebut
bertentangan dengan ketertiban umum karena Nelson sebagai arbitrator dan
amandemen dari kontrak dlbuat d: hawah paksaan ?engadﬂan menolas:
'kedua dalil ini, :

:Diltalia, dalam Eﬁ:mas Sthpmg Co er g’Yunam) v, Rawi Sthpmg
.Lzrzes Lid. (Libanon), (1980), Pengadilan Tinggi mengabulkan pelaksanaan
Kepnmsan ‘Arbitrase London, waiaupun salah satu pﬂmk tidak mengangkat
arbxtrator yang mewakilinya,

“ Duduk - perkaranya adalah sebagai benkut Efxmas mencharterkan
kapai "Aspaki” kepada Rawi untuk waktu 6 bulan. Ketika Rawi tidak
membayar, Efxinas mengambil kapal tersebut sebagaimana diperjanjikan
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-giaiam p&s&i 5 -perjanjian “Charier party” dan membawa persoalannya: k&
Arbimrase London sesuai dengan pasal 17, Perjanjian Keputusan Arbztrase
tanpgal & Juni 1978, yang tidak memuat alasan-alasannya memutuskan, Rawi
diharuskan membayar kepada Eficinas US-$199,635.63 ditambah bunga 7,5
% dari tanggal 21-Juli 1977 sampai 6 Juni 1978 yaite US $ 13,126.72dan
‘ditambah bunga 10 % dari tangsal 6 Juni 1975 sampai tanggal pembayaran

-K@@u@m&ﬁ fersebut diambi oleh Dewan Arbiirase di imana. Rawi-aidak

-me‘:zgamgm arbitratdr: yang - mewakilinya, -dimana secharusnya Dewan
sse ferdiri dari 3 orang; tiap pihak menunjuk satu orang, dan Yedua
iniakan menunjuk arbitrator ketiga. Rawi tidak mengangkat. arbitrator

T geé r &m Efuinas: meengangkat - Mr. Alexander  John Kazantzis: sebagas'-

a&%ﬁmﬁm wang mewakﬁmya yang kemudian sebagai satu-satunya arbxtrator
'ﬁﬁam yerkam ‘ind. o Pengadilan  mencatat  bahwa pengangkata

leam nich Sefm@n 7 {b) dari English Arbiiration Act 1950, s
Pﬁﬁg@ﬁ&ﬁ Banding di Genoa, memperiimbangkan apakah ‘suatu
kepﬁimaﬁ arbitrase yang diambil oleh seorang arbitrator saia, yang daangkat
oléh salzh safu pihak, dan sah menurut hukum Inggris, tidak. bertentangan
dengan keteriiban umom Italiz. - Pengadilan menyatakan, walaupunjika
"lagal order” Tializ menentukan lain dalam perkera ini sehubungan dengan
?%&3 810 Hokum Acarz-Pergaiz lialia, dimana disebutkan keluasaan

G i mengangkat arbirator enfuk pihak yang tidak menunjuk arbitrator
mﬁﬁk mﬁwakﬁmya ‘ketentuan English Arbitration Act tidak dapat dianggap
mutlak: berieniangan * dengan - k@i@ﬁahan umum Itaiia mengenai tzdak
memshakmya arbitrator.

- Perizma-tama, seorang arbiiraior yaﬁg hanya daangkaﬁ: oleh saiah sam
pm saja tidak akan selalu menimbulkan sikap memihak. Kedua, section
7.(b).English Asbitration Act, menyebutkan bahwa Mahkamah Agung atau
i%ak;m dapat mengenyampingkan pengangkatan tersebut.- .

+Schubungan dengan "lack of impartiality of arbitrator” sebagai dasaf
mdanggm* ‘ketertiban umum, pengadilan Distrik Ohio (AS), menyatakan
bahwa - hubungan. salah seorang arbitrator fidak sampax pada tmgkat
melanggar ketertiban pmum. - -

Dalam Ferdlizer Corporation of Jﬁdza, et. al. {(India} v. :'.::.IBE
Management Inc. {Amerika Serikat), 530 F. Supp. 542 (1982), kedudukan
My, Ben -sebagai arbiirator dipersoalkan karena hubungannya dengan
Pergilizer Corporation of India. Tuniutan IDI agar pengadilan menolak
peiaksanaan kepytusan arbitrase, atas dasar diketemukan bukti hubungan Mr.
Sen dengan FCI, tidak dikabulkan oleh Pengadilan. Pengadilan menganggap
hubungan tersebut tidak sampai pada tingkat yang berienfangan dengaﬂ
Eetertiban ummum. .
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itrase setempat mengharuskan keputusan arbitrase memuat ai_ -
- menjadi dasar keputusan tersebut. Sebaliknya dibeberapa negara
law_ adalah menjadz ﬁ{ebiasaan untuk tidak mencanmmkan alasan-"

dan_ketemban umum mtemasmnal pengadxlampengadﬂan.
g mewajibkan dimuatnya alasan-alagan dalam putusan arbit
akan uga iceputusan arbitrase. yanﬂ* tla:iak memuat’ alasan-al
g g negarg. di ‘mana kepumsan seperti‘ify dxanggap sah. ‘Misalnya -
is. Coakley. Lid. {Inggris). v.-.Sie’- Michel- Reverdy -(Perancis).
engadﬁan Bandmg -Reims menyatakan bahwa kepuiusan arbitrase
ang- tidak memuat - alasan-alagan -yang menjadi dasar putusan
daklah: ‘bemmangan dengan ketertiban umum:menurnt Hukum
Internasional. | negara Perancis.. Begitu juga pendapai. Mahkamah- Agung.
Bombay. dalam European Groin &: Shipping Lid.. {Inggris).v. Seth Oii Mills
L2d (Indic) (1583}, Hakim. mengatakan bahwa peraturan arbitrase GAFTA
tidak mengharuskan dimuatnya alasan-alasan dan hal ini sukar untuk dlpakax i
: man dasar bzshwa hal it ‘bertentangan dengan ketertiban umum India:
Namun, Mahkamah- Agung Italia delam Frareli Damiono s:a.c (Itaiza) _
'v 'Aizgyst Tropfer - & Co.- {(Jerman Barat) {1982), telah menolak untuk
an.-keputusan - dari "The - Arbitration Board of the Sugar-
Asmm&ﬂﬁa L@ndon %arena:-keputusan tersebut tidak memuat alasans
alasannya. Sehagan dasar hukumnya -adalah Pasal © VIII dari European
Convention on International Comnercial Arbitration {1961} .di mana Itaha
ﬁrm ferman Barat menjag:ia anggota konvensx ini, yang menyebutkan

a‘ize pames shall be presumed io have agreed zhar reasons sha!l be
gwen far the award unless they: : .

(aj - either expressly declare rfza,t reasons . skafi mf be
o oooglven;or: '
@)- Have assen:ed toan arbztra£ pracedggre under wkzcis.

- odt s mor cystomary 10 give ‘reasons for awards,
- provided that in this case neither party requested
- before the end of the hecring, or if there has not
~been a hearing then before the makmg of the award
~that regsons be given,
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'arbltmse asmg aalah sehubungan -dengan. apakah keputusaﬁ_;
__rsebm memuat alasan-aiasannya ‘Di beberapa negara, Undang. -
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‘Diitdalam perselisihan antara Joseph Muiler A.G. {Swzizeriarzd) V.
-::Szg}vaf_ Bergesen (Norwegia} (1982). Sehubungan “"Charter Party®, kedua

' <Tiep perjanjian memuat kefentuan tentang pemyeiesalan sengketa

| '.meiaim arbitrase di New York dan tunduk pada hukum negara bagian New.

 York.: Disebutkan pula; keputasan yang diambil oleh mayoritas arbxtratm‘
dapai ditaksanakan di pengadilan mana saja-dan merupakin putusan yang
o '-_"f‘ 'ai_ dan binding'on the parties anywhere in'the world®. = '

ipi’” k@ ‘Mahkamah Agung ;?@(ﬁem% Swiss dengan-dalil puiusan arbi
mmebut tidak mengikat karena tidak mendapat penguatan dari Pengadﬂaﬂ
Mew. York, sesuai depgan hukum negara bagian New Vork. Mahkmah
Agung Federal Swiss menolak dalil, antaca mengatakan bahwa otonomi para
p;_hak menurut pasal ¥ (1) di konvensi Mew York memberikan kemungkman
bagl para pihak untuk menentukan sendiri prosedur arbitrase. :

o Dalam klavsula arbitrase telah disebutkan bahwa, putusan ° arbztrase
menjaﬁl “final and binding on the parties anywhere in the world” telsh
menyampingkan perlunya penguatan péngadilan atas putusan arbitrase
tersebut seperti yang dimaksud section 7510 of the Mew York Civil Practice
Law and Rules. Menurut ketertiban nmum Swiss, apabila putusan terseimi
tidak perlu.mendapat penguatan, maka penolakan atas yeiaksanaan @utusan
arbztrase tersebut tidak berlaks di Switzerland.

« Ketertiban umum juga dnkaztkan dengan apakah perjanjian dlbuat ds

bawah paksaan atau tidak.

Dalam Transmarine Seaways Corp. of Monmvza v. March Rich & Ca
A:G 480 F. supp. 352 (1979), Pengadilan Distrik Selatan New York
berpendapat bshwa pengadilan tidak menemukan renegosiasi kontrak
berlangsung di bawah paksaan. Rich juga tidak dapat membuktikannya dan
beban pembukiian ini menjadi kewajibamya karena ketertiban umum
menghendakx dilaksanakannya perjanjian.

Ketertiban Umum pernzh pula dikaitkan deﬁgan pemakaian ketentuan
hukum asing. Dalam Laminoirs-Trefilieries-Cableriesde Lens, S.A. (France)
v. Southwire Company (United States), 484 F. Supp. 1063 (1980), Laminoirs
dan Southwire membuat suatu perjaniian di dalam Southwire sefuju uniuk
membeli dari Laminoirs sejumiah kawat baja berlapis seng. Harga beli

Tumpi 1003

ihak menandatangani tiga "Charter Party” di tahun 1969, 1970 dan

?ﬁmsaﬂ arbitrase tanggal i4 Besemher 1978 memhmg,km JQS'*'* h
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klaa.asuia ini dan juga mengenas kwalitas da;ri kawat _
dnbawa k& Badan Armtrase intemanonal Chambea af o

ATt an Southwire membayar sejumlah uang dengan bunga 9,5 sampax -
tahun. M@ngenaz kwalitas™ barang ‘“para ‘pihak kemudian
) gn Southwire “mengajukan gugatan di-
'_m iKa Serikat uneuk membatalkan kepuiusan arbitrase tersebur

bitrase tersebut dilaksanakan. i
chubungan. deng&n persoalan’ bu.mga pengadilan ‘menclak apa’ 3!
“di takan ‘Southwire bahwa pemakaian - ketentvan tingkat bunga P@ranms_
adalah melanggar ketertiban umum Amerika Serikat dan oleh karena .im
keputusan arbitrase fidak dapat dilaksanakan berdasarkan pasal V (2) (b).

Konvensi New York 1958, Pengadilan berpendapat berdasarkan keputusan-

keputusan Pengadilan Amerika Serikat pelaksanaan keputusan arbitrase luar
negeri dapat ditolak hanya jika pelaksanaan tersebut melanggar hal-hal yang
paling dasar dari moralitas dan keadilan. Berdasarkan hukum dari vanyak
negara bagian Amerika Serikat yang mengizinkan ketentuan bunga berkisar
dari 9,5 -sampai- 10 %  setahun- dalam “keadaan-keadaan - tertentu maka
ke@utusan arbitrase yang -mencantumkan - ketentuan ‘bunga dari Perancis
tidaklah bertentangan ‘dengan ketertiban: umum.” Pengadilan dalam hal ini
menerapkan ‘standar- mengenai ‘ketertiban umum ‘seperti ‘disebutkan dalam
Parsons & Whinterore Overseas Co. V. Societe Generale de Vindustrie du
Papzef"{RAKTA) 508 F. 2d 969, 974 24 C'zr 1974) dan Sc}zerk V. Cui ) 'r:
. U_S Supreme Court June 17 1974 >

We carznot have z‘rade ana’ commerce m world markers arzd m.
i_’zz‘emafzonai markets e.xcluszvely QL. OUr. terms, gaverned by our Zaws.
.angd. resoived in-ourscouris . : : o R

?Demxklanlah berbagal ragam penafs:ran ketertibau umum cleh
peagadﬂan berbagai negara anggota Konvensi New York 1958, yang bisa.
menjadi-cermin: bagi ‘kita ‘dalam  memutuskan ' permohonan pelaksanaan
arbitrase“luar megeri, antara Iam yang bersangkutan dengan masalah:
ketemban umum.
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.§udu} Buku + Masyarakat  dan Manusia -
- Daiam -Pembangunan
Pokok-pokok  Pikiran Seio-
- Soemardjan-

?enyuntmg e Desiree Zuraida & Jufrina Rlzal

Penerbit. .. : - Pustaka Sinar Harapan, 1§93_..
: Cetakan I. 324 hal; 21 em.

| HADIAH ULANG TARUN
UNTUK SANG ILMUWAN WAMA

R .Taﬁ: kenal maka :ak savang®, pepatah mengatakan haj zersebut bxla ioglka
kahmat itu dibalik maka berbunyi “Bila kenai maka pasti menyayangi®. Semua yang
mengenal sang ilmuwan Utama pasti meayayangi,-setidak-tidaknya itu pendapat
seluruh orang yang saya tanyvai atan-kefshyi mengenai. pendapatnya tentang beliaw,:
Kekaguman orang terhadap belian tidak berhenti sampai di situ, pada ulang tahun
yang ke 9 windu tepatnya 23 Mei 1987, para sshabat dan tokoh ilmu Sosial
Indonesia telah  menerbitkan buku unfuknya vang. bequdul Masyarakat d&in
Kebudayaan (Kumpulan karangan untuk Selo Soemardjan}). Dan puncaknya adalah
pemberian gelar menjadi Hmuwan Utama Sosiologi oleh Tkatan Sosiologi Indonesia
pada tanggal 28 Apnl 1993 di Balai Sidang Universitas Indonesia. Kategori menjadi
Sang Utama diberikan karensz, Beliau telah sangat berjasa terhadap pengembangan
sosiologi, baik dalam kedudukan heliau sebagai praktisi maupun akademik, kedua
bebot dard pengabdian, yang diberi predikat Tuar biasz dan teralhir sifat pengabdian
yang tiada henti. Tanda salut terbadap beliau tidak berhenti sampai disitu, Profesor
Baharuddin Lopa (Kompas, § Mei 1993) mengaminkennya dalam tulisan *Prof Selo
vang sederhana®. Dikatakan oleh Prof. Lopa, ini penghargaan vang tepat, mengapa?;
Karena Pak Selo memang salah seorang yang menggali ilmu langsung dari kehidupan
nyata. masyarakat dan setelah diolahnya ia ssmpaikan kembali kepada masyamkat
untuk dimanfaatkan guna peningkatan kesejahteraan. :
Saya pribadi, dan ini sangat says sayangkan, hanya mengenal ‘behau subaeaa
Profesor dalam hal ini sebagal pengajar mate luliah dan tidak mengenal belisn
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: ‘mem_ sa_nkan ada sam hal yang sangat saya:kagumi yakm ‘beliau dapat menerangkan'
B b@r ga' sori ilmu sosial yang teckenal “ruwer” menyadz. sangat mudah untuk dicerna
agem Sermg setelah . mendengarkan apavang diajarkan - olehnya: saya’
: .'berplklr-bagéamana mungkin teori yang demikian rawet itu bisa diterangkan sehmgga
.'saya mengerti, dalamhal ini adalah cara “menurunkan® kompleksitas teori tersebui
nioh»-caatoh yang gudah dicerna dan saya bergumam - "kok kayaianyva
ngef seakan—akan ﬂmu sosxal it dexmluan muda}mya "

Soszoiogz " saya kurang mﬁngem mengapa dxberz }udui setgmgkaa bunga ‘apakah
“karena indah atau karena sampul bukunya berwarna merah seperti bunga mawar 7:
Dan. biasanya pula diseriai: ‘kebingungan melihat tebal bukunya yang cukup ber_ o
dengan | halaman kuning buku telepon, Dan sekali lagi biasanya dibingungkan dengan
bahasa’ {hampxr seluruhnya berbahasa Inggris) yang cukup sulit dimengerti. Semiua
Hal ‘biasanya' diatas ‘tersebut im luluk ketika mendengarkan kuliah Pak Selo," ya.ng
dapat menerangkan sosiologi tidak ‘serumit dan membingungkan seperti yang kita
duga: Sekali lagi,; biasanya, kita akan respek dan mengerti manfaat belajar sosmiogl :
dalemi hal : kemasyarakatan, 'Bila.ada’ seorang penggemar ilmm sosial; maka
karya*karys beliau yang lain tentunya akan-selalu’ dukutx kareaa dapat dzkatakan
selurth karyanya berbobot dan patut 'di- simak! L
Bukn Masyarakat Dan Manusia Dalam Pembangunan (Pokok-pokok Plkir:m Seio
Soemardjan}, seperti tertulis di Prakata dan Akhir buku tersebut, ditujukan sebagai
ungkapan rasa hormat dan sayang dari anak didiknya kepada sang ilmuwan utama.
Secarz urmum buku ini bersikan tiga kelompok besar. Bagian periama merupakan
kumpulan pemikiran Prof Selo yang belum sempat diterbitkan, bagian kedua
mengenal karya-karya para ilmuwan sosial saat ini - yang merupakan buah asuhan
beliau-, dan terakhir, seperti dimaksudkan dengan tujuan terbitnya buku ini, adaia.h
kesan'atas pribadisebagai sesepuh: ilmu:sosialdi Indonesxa dxsaat barulang tahun-ﬁ- e
78 pada tanggal 23 Mei 1993, .
Pemikiran Prof Selo di dalam buku ini banyak mengungkapkan berbagal masala.h_
daiam pembahan sosial, yang merupakan ladang sosiologi. Penekanannya tentang
kegunaan sosiclogi dalam pemb:mgunan ‘yang diariikannya sebagai proses ‘yang
dilakukan. dengan sengaja dan direncanakan untik merubah masyarakat - membawa
harapan agdr para’ wembaca dapat semakin ménghargai'dan mengetahui makna da.&
peran sosiologi dalam menangani masalah-masalah pembangunan yang ada.
Ada ‘satu 'hal yang+perly’ ‘diperhatikan, yakni diberikannya bab khusus untuk
membahas masalah Pedesaan di Indonesia, Sebagaimana dinyatakannya di Harian
Kompas tanggal 29 Aan 1993 yakng, '
.~ Akhir-akhir inj,. Khususnya sepuluh - {ahun. terakhxr saya. menggeluti “dan-
memusatkan ‘perhatian pada masalah desa®.
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: 282 s H%hmw&mmﬁg&%,&f

?emyataaxmya itu dapat dilihat di dalam bab tersebut, sebagaimana di gambarkannya
sebuah. desa- kecil di Bali yang dapat berubah dari- wajah yang miskin menjadi
:%cemakmuran : Sang tokoh pembawa perubahan tersebut, demikian ditulis oleh Prof
Selo; dengan bahasa dan alur yang menarik, hanyalsh seorang tamatan SMP. Dengazz
membacs: kisah tersebut kita dibawa untuk mesgerti tentang proses perubahan. sosial
dalam:hal. ini pembangunan fanpa perlu untuk berkerut dshi dengan tmn—tean
_;!entang pembahan sosial yang biasanya ditemukan dibuku-buku sosiclogi. e
Kumpulan tulisan mengenai masalah sosiat di Indonesia saat ind terangkum di- dalam
‘bagian kedua bultu ini, Ada lima penulis yang menyumbang pemikirannya. Aspek
kajian masyarakat yang diketengahkan cukup beragam seperti pembahasan mengenai .
Pranata Sosial dalam masyarakat Indonesia, Perkembangan Hulum dalam mayamkat _
‘Indonesia, Etika kapitalisme modern di Indonesia, -pembahasan segi sosm—yundxs
sektor informal dan peranan wanita dalam Pembangunan.
Bagian: ketxga dan merupakan bagian persembaban, berisikan kesan atas pnbadz Selo
Soemardjan ‘Bagian ini disajikan dengan sangat meperik. Dari bab ini kita dapat
melihat Jbagaimana sosok pﬁbadi Prof. Selo Soemardjan tersebut, dan kepribadiannya
yang patut untuk Buku ini sendiri secara keseluruhan sangatlah baik natuk dinikmati;
Dengau miembace buky ini selain dapat mengikuti alur pemikiran beliau dandebih
mengerti keberadaan ilmu sosiologi, kita juga dapat melihat lebih jauh sosok
Ilmuwan Utama yang sangat patut diteladani. Diakhir katz kita serua masih
berhaxap ‘dan terus mendoskan semoga Beliau selalu dilimpahi kesehatan:dan
keselamatan sehingga dapat kita masih dapat mengikuti pikiran-pikirannya yang
dapat dikatakan menjadi barometer ilma sosial di Indonesia. -+~ 5.0 Manulang
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“Fakultas Hidkum Dalam Berica

'YAFU HAM Di negara berkembang,
‘hak’ sipil dan politik ‘cenderung ‘sering
aikan. Ini dapat dilihat dari tifbul-
S ah kermskman, di sam pzhak
serta pemaﬁnmhan yang kuat dan cende—
mng ‘otoriter, di lainpihak,

Inti permasaiahan ini temngkap
da]am seminar’ ”Anhsxpasz Konferensi
Hak Asasi Manusia (HAM) PRE" yang
diadakan Yayasan Pusat Studi Hak Asasi
Manusxa di Jakarta 5 Mei 1993 lalu.
Tampil’ sebagaa pembxcara Dr. Franz
Magnis Suseno, ahli filsafat, Dr. Adnan
Buyung Nasution, SH, pakar ‘masalah
HAM, Dr. Arief Budiman, ahli masalah
sosial, serta Dr T Muiya Lub;s, pakar
HAM .

“Dalam’ pembahasaxmya Dr. Franz
mengemukakan 'HAM merupakan hak
mendasar yang mendahului segala pene-
tapan masyarakat atau negara, Artinya,
hak itu melekat pada diri manusia. Jadi
tidak terganmng pada adanya pengakuan
negara. "Kendatipun tidak diakui; hak
ite sudah melekat dan tetap dimiliki,
bagaimanapun bentuk masyarskat dan
budayanya,” demikian Franz .

- 'Sementara i, Dr. Adnan Buyung
Nasution manﬁa:, hahka,t HAM di
mianapun sama, yaitw pengakuan dan
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_yang menﬂata}can, konsep H_

berasal dari Barat dan tidak ses
ngan budaya bangsa Indonesia. . I un
repoinya, lanjut Buyung, istilah budaya

“bangsa acap kali menjadi alat -yang

ampuh. untuk menangkis. hal-hal_ vang
tidak sesuai dengan kepentmgan pe '
asa,

Berbeda halnya visi Dr T Mulya

Lubis, Ia menguiarakan tentang dokiin

non-intervensi yang sudah lama tei—kﬁiis' '
Pada _dasarnya, :mplementasa HAM
Adaiah urusan domestik semata-mata;

Jadi intervensi asing tidak diperboleh«-
kan. Karenanya, setiap negara,  teru-
tama negara berkembang, memshkl_
konsep HAM yang lebih mengutamakan
hak-hak ‘sosial dan ekonomi. - Akan
tetapi, menurut Mulya, ada kesadaran dx
kalangan elit politik dan bisnis agar tak
terlatu sempit melihat HAM sebagaa saal
dalam negeri semata,

- Sementara itu, DI Anef Budxman
memlai penafsiran  konsep HAM. di
negara berkembang cenderung dlm-ono-
poli pemerintah. Ini diakibatkan kem;s-
kinan dan pemerintahan yang kuat serta
cendemng otoriter,

el

LP3.. Adanya tendens mengkomers;al-
kan komoditi informasi oleh kalangan
birokrat marupakan salah satu penyebab
kemaiut pertanahan. _Akibat tendensi
yang. d:perkuat kendaktransparanan
pelayanan, - selain merugikan rakyat
banyak dan dunia usaha, i juga mengaki-
batkan tidak adanya kepastian hukum,.
Demikian pokok penyebab kemelut
pertanahan nasional yang tercuat dalam



" Hulku dan ?é?ﬁba?é;éuiz;izn L

ar "Mencari Pemecahan Pertanah-
' :-an mamk “-Menunjang Iklim Investasi®.
r ini ‘diselenggarakan Lembaga
‘Penelitian dan Pengkajian Pertanahan
: akarta, 16 Juni 1993 lalu.
eminar yang dibukaMenteri Agra-
"Soni Harsonodandztutup Meateri
: Kiman Oetojo  Oesmar, SH, ‘ini
memmgazikaa ‘pazelis Soegiarto, Deputn
BPN, Raszéa Walka BKPM serta Dr.
Ra_;aguguk SH 9&3{&1‘ Hukum

"Sebagaz pembahas ir. Kurdxame
Satzh, ‘MSP, ahli geodesi ITB, Arie
Suka.utx Hnta@aiuﬁg, SH, ahli Hukum
Agrariz dari FHUIL, Bambang Nato
__Bandnyo, Direktur PT. Asem Jawa,
‘Achmad  Marzuki, Direksur Bapindo,
Euggamasm Eukita; Ketua REI, serta
Nusyahbani Kai}asung%;am SH, D:rek—
tur LBH Jakarta. = -

- Dai__a_m ‘paparannysa, Enggamasto
mengupas ~ fidak jelasnya  kepastidn
hukum dalam masalah pertanahan seba-
gai kendala “terbesar yang dahadapi
pengusaha ‘dan calon ‘investor. ~Sama
halnya dengan lontaran yang dikemuka-
kan*Bambang Noto Bandriyo, hal ini
tidak “terlepas dari kendah'anspa'an
pelayanan informasi birokrat, " Akibat-
ny2, sembilan pulub persea developer
umumnya harus memakal jasa calo
tanah tandas Enggartiasto.

“Lam: halnya dengan Nursyahbam
Ia" ‘melihat’ adanya gejala kerancuan
pema}mmau kepentingan umum. Apa
untuk * kepentingan pemenntah atau
uniok” kepantmgan swasta. -~ Babkan,
uugkapnya, tidak jarang kepentmgan
umum dijadikan  kedok pembebasan
tanah rakyat untuk kepentmg:m swasta,
Selam lt‘u Nursyahbam inga mencruno—

kapkan 'i‘-.dmiya ket:daktransparanm
pelayanan ‘informasi- serta .~ beredarny:
sertifikat aspal (asli tapi palsu - ‘Red
Akibatnya, timbul ketidakpastian huk
dalam masalah’ perizmahan o

Soefrzarto melihat adanya ketida
ragaman pandangan, baik dari kalangan
instansi maupun juris, 2435 suatu keten-
fuan. Ini menyebabkan kesimpang-siur-
Semen{ara ihi" Dr Erma _
gukguk, dalam ulasadinya, menyarant
agar dibuat peta harga tanah sebagag
alternatif penyelésaian kemelut masalah
pertanahan.  Peta im memparhhatkan
Ecebuakan peruntukan tanah yang telab
ditetapkan oleh tiap instansi teknis,
beserta harga ianah menurut perkemba-
ngan pasar.

Pembahas iam, Atie S. Hutaga}ung,

,SH menilai pemerintah perlu sacepat—

nya memperbaiki koordinasi antar .ins-
tansi. Karena dalam praktek masih
terdapat perbedaan pepafsiran antarma
PEMDA dan BPN, mavpun ketidaksera-
gaman kebijakan | antara sesama _kantor
BPN daerzh. : : .

‘Sebagai penutup seminar, ini, Men~
teri Kehakiman Qetojo Oesman mene-
kankan perlunyz koordinasi antar instan-
si terkalt serta jalinan komumkasx de-
ngan pengusaha. Dengan dem}.kjan
diharapkan, te:]adi kelancaran pe!ayanan
dan kepastian hukum di bxdang pertana-
han sebagax kunei penmgkatan daya
saing iklim mvesiam nasional.

22

PTIE. leandmgkan de.ngan Beianda,
Indonesia tertinggal tujuh belas. tahun
daiam_ hal pendakwaan korporasi sgbag_a;
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ian inti pidato Prof. Mardjono
o,08H, MA, yang berjudul
: E’xdana Korporasi dan Pertang-
" gungjawabannya, Perubshan . Wajah
“Pelaku 'Kéjailataﬂ di Indonesia®, pada
Dies Natalis ke-47 -PTIK, Kamss 17

o Jupi 1993 lalu

I gbih lanjut:Marjono menjelaskan,
ggalan it terlihat. dari kenyatasn
_-h.ium ada.nya yunspmdensx Indonesia
tentang hal ini. Adapun kenyataannya
pemtumn pidana di luar KUHP telzh
menerima © korporasi sebagai ' subyek
_hukum pidana.. ..
Dwiarakaaolehnya tidakseiamanya
kprpow: dalam hukum pidana harus
mempertanggungjawabkan perbuatan
yang. dilakukan (oleh peagurusnya -
Red.) atas nama korporasi. Karenanya,
perbuatan tersebut harus secara khusus
termasuk dalam Eingkungan uszha kor-
porasi, yang bersangkutan .

.gungjawahan atas imdakan kerparasx
dibatasi sedeim}uan rupa. . Im dilthat
se_;auh pe!aksaxm perbuatan yang dita-
duhkau it mempunyai kedudukan fung-
smnal dalam strukfur organisasi korpo-
rasi; wpasal 48 rancangan KUHP Nasi-
enal Menuruinya pula, tidak semua
txmtutan  pidana terhadap korporasi harus

_____ . Hakim harus
mempax:;f;mb;angkan daiam hal. ini,
apaksh penerapan bidang hukum lain
dapat lebih memberikan perlindungan
kepada masyarakai dibandingkan dengan
pemidanaan suatu korporasi - pasal 49
X UHP Nasional.
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hungan dengan perbuatan yang d:dé}cwa—_
kan pada korporasi.

Heddesl

UMNPAR.. Di Indonesia, peneraps
asasi manusia (HAM) berkaitan deng
dua hal.. Pertama, kessimbangan kuj-
EuraI di kalangan elit psnguasa Indané-

. Kedua, berkaiten dengan masalah
yang bersifat struktural. .. . . _

- Demikien uraian Dr. Adnan Buyung
Masution, SH, dalam d1skusx_. NPI'QSP:_S}C :
Perkembangan . Hak - Asasi . Manusia
dalam Era Globalisasi dan Permasalah-
annya di Indonesia” yang diselenggara-
kan Himpunan Mahasiswa Hukum Inter-
nasional Universitas. Parahyangan.. di
Bandung, Sabtu, 29 Mei 1993 laju.. ...
-~ Lebih jaul Buyung mengutavakan,
ada tendensi elit penguasa suaty negara
pada umumnya selalu memperfuas peng-
ertian HAM. :Akibatnya, pengertian itu
menjadi kompleks dan kabur,  Padahal
menurutnya, pengertian HAM itu tidak
bergeser dari pengertian semula. Yakni;
pengakuan dan perlindungan terhadap
nilai-nilai kemanusiasn, -

Buyung menegaskan, ia. hdak sepen—
dapat dengan pengertian yang menvata-
kan bahwa Indonesia memiliki konsep
dan persepsi tersendiri yang partxkular«-
istik mengenai HAM. S s

Yarﬂng dan Bamhaxag




Undang-undang Subversi merupakan
hukum: positif yang masih berlaku dan
penefapannya pada pelaku tindak pidana
(subversi'- Red) dilakukan secara selek-
tif: "“Ini dimaksudkan untuk mencegah
pelanggaran hak asasi manusia, seperti
yang selama ini dikbawatirkan. Demiki-
an’ %mgkap Jaksa Agung Singgih, SH,
daldm penutupan Raker Kejaksaan
Agung Tahun 1993 (Kompas 17/6).

shesfesde

Demi' memenuhi rasa keadilan, pelaksa-
naan ketentian hukum hendaknya dise-
suaikan dengan kondisi: dan budaya
masyarakat: Sefiap masyarakat memili-
ki‘nilai budaya yang berbeda-beda. -Hal
ini dxungkapkan Baharuddin Lopa dalam
Ceramah - ‘Budaya "Kebudayaan dan
hukum di Indonesia® (Kompas, 15/5).
Deng_an perbedaan-perbedaan yang ada,
wjarnya, kits terus dituntut menciptakan
harmonisasi. Tenitama untuk memeli-
hare hubungan antar bangsa. -

Hexeds

Kapoiri Letjen (Pol) Drs. Banurusman
menegaskan, Undang-undang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan Rays (UU
No. 14 Tahun 1992) akan diperkenalkan

Huli-dan-Pembangurian

pada masyarakat melalui "Operasi 38"
{Senyum, Sapa, Salam). Tu_;ua.:mya

untuk menjembatani kecemasan masya-
rakat seakan-akan UULAJ akan tiba-tiba-
diberiakukan.  Hingga 17 Septembar
1993, acuan yang dipakai masih tetap
UU No. 3/1965. Dalam masa perslapan
itu akan diperkenalkan sistem vonis'dan
besar vang titipan berdasarkan tabel

Aol

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ban-
dung melalui Direkturnya, Ny. Melani,
SH, kembali mendesak DPR wntuk
merevisi UU No. 14/1992 tentang UU
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan(UU-
LAT). Menumtnya, UULAJ yang sem-
pat menimbulkan banyak reaksi “itu
mengandung beberapa keganjilan dan
cacat yuridis (Kompas 26/5). Diantara-
nya, ientang ketidakselarasan UULAJ
dengan KUHAP mengenai tindak pxdana
ringan.
SERL e

Status perdagangan Cina dengan” AS
sebagai - negara’ yang - diistimewakan
{(most favorable "nation, MFN) ‘gkan
diperpanjang dan berlaku tahun depan
{Republika, 28/5}. Sebelumnya, perpan-
Jjangan status MFN Cina sempat menjadi
pertentangan sejak peristiwa pembantai-
an di Lapangan Tiananmen tahun 1989.
Presiden*"AS, Bill Clinten, berharap,
dengan perpanjangan MFN itz 'Cina
akan membuat kemajuan dalam masalah
hak asasi manusia dan perdagangan.
Ratr g
Para bankir

cenderung  berhati-hati

Jrind 1G0T




" Sihalolo serta '3ub1r. Bank Pacxﬁc Ir.

L Sanggam Hutapea yang dltemm secara

e

Pemerintah akanmembenmk %nnpenelm BN .
kredit macet karena masalahini cukup ..
kompleks ‘dan’ meénjadi kendala usaha -

" "pe;ayalumn kredit pérbankan ‘saat’ ini.
Pendapat ini dikemukakan Gubsmur BI,

keterangan ‘tentang

Dalam menyiapkan RUU Pasar Modal

perlu-diperhatikan lima hal. Ini diung-

kapkan Ketua Bapepam, Bacelius Rury,
dalaru 'diskusi Jakarta “Lawyers - Club -
(3/6) k Lxma_ hal itu adalah pengamran o

pada BEJ serta Lembaga Khrmg Penye* _
lesaxan dan Penynmpanan sebagai self

regulatory. .
wewenang:

.organization, ... pembenan

pasar modal dan pencantuman ‘sanksi
akumuiatif.

sl
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gang saham pubhk mgx, 1anju§;nya,-
karena dengan akuisisi ini emifen dapaﬁ o
__§melakukan financial ; engmeermg saat -
- membuat Iaporau keuaugan 2

“pada lembaga. pengawas .
untuk menyelidiki penyimpangan pelake -

:B'a;“}épém:. membatasi saham .:.mz.ayorit_as

- pendiri pernsahaan publik. Ini. dilaku-
“kan dalam dompany Hsting.
3, Smadjad Djiwandono saat memberi
"Penyempumaan '
Ketentuzn Perbankan Ssbm 131:1(29/5} 1

Tujuan
pembatasan tersebut adalah untuk melin-

'fdungl kepentmgan ‘pemegang saham
,mmontas dari ‘setiap  ‘kebijaksanaan
pemegang saham mayoritas,  Demikian
....ungkap Bacelius Ruru. dalam diskusi
RUU Pasar Modal di Jakart2, Kamis
- (316).
= gkan menjadi keharusan jika keiak dite-
rapkan sistem scripless trading. .

Pembatasan ini, lanjut Ruru,

ClnRds

,"Djoko Maduwiyoto, Kepala Desa Gla-
. gahwangi,

Kecamatan  Polanhardjo,
Kabupaten Klaten (Iawa Tengah) meng-

ajukan Bupati Klaten ke PTUN Sema-
~rang atas kasus pemecatan dirinya. Ia

tidak menerima pemecatan yang dilaku-

kan setelah ia mengusulkan pemecatan
- beberapa aparat ‘desanya yang - melaku-

kan pelanggaran. Kasus ini mulai disi-
dangkan pada hari Kamis (27/5).

Yarring B, dan Tri C.




“Besarnya uang fitipan yang ditetapkan
oleh Diljapol Denpasar bertentangan
dengan Undang-undang Mo, 13/ 1965
tentang lalu lintas, demikian divtarakan
wakil ketua Komisi Hll DPR RI Djupri,

2iv 8 H. dan anggota DPR Rusdy Thahir
ikepada Kompas (7/7) di Jakana. Dil-

‘japol. Denpasar menetapkan uang besar
- uang titipan untuk pelanggaran Bagi lin-

. tas. adalah antara Rp.5000 sampai Rp.
250 600, padzhal denda maksimal dalam
. UU No. 3/ 1965 adalah Rp. 10.000,-

. Penetapan Kadit Lantas Polda Nusra Kol

““fpol) 'S Siregar yanbg mulai berlaku
" mulai 20 Juli 1993 ini harus dinyatakan

" batal'demi hukum dan tidak mengikat

“magsyarakat. Rusdy Thair juga mengin- -

gatkap, bahwa UU Moo 14/ 19952
menetapkan denda pelanggaran Isly lin-
tag dari Rp. 1 juta sampai Rp. 12 juta
baru berlaku sejak 17 September 1993,

- Jadi sekarang UU No. 3/18565 ah yang

.masih berlaku sejak 17 September 1993,

o jadi sekarang masih berlaku UU No. 3/

" 1965-1ah yang masih berlaku. UU No.
3/ 1965 menctapkan denda pelanggaran
lalu“lintas adalah antara Rp 2.500,-

* " sampai Rp. 10.000, Rp 2.500 wuntuk

- ’pengernudi yang tidak dapat memper-
“wlikatkan SIM, STNE dan STCK yang

sah sedangkan denda terberat” Rp
10.000,- bagi pengemudi yang menge-
mudikan kendaraan terlale cepat stan
berliku-liku dan dengan cara yang dapazf
membahayakankeamanan lalu lintag atag’
merusak jalan. Sebaliknya penetapan:
Diljapel Denpasar dendz Rp..5000,-
bagi penalan kaki atau pengendara sepe-
da motor yang menggunakan jalan .di
lajur sebeleh kanan tanpa alasan yang:_
sah sedang terberat Rp. 250.000,- dike-
nakan bagi pengendara bus ataw truk
yang melanggar tanda alat lalu lintas dan
mengemudikiankendarsannyasedemikian
rupa sehingga fidak menguasal iag1 i{en-
daraannya.

Masalah lalu lintas yang dibahas dalam
rapat kerja komist I dengan .Jaksa
Agung Singgih SH dikawatirkan akan
menimbulikan kesulitan bagi ke_]aksaan

-selakn eksekutor. Seandainya si pelang-

gar tidak mau menyetorkan vang ke BRI
dan } juga tidak menghadiri pcrmdaﬁoan,
mzka putusan yang dijatuhkan adalah bu
verstelk {tanpa dihadiri yang bersangkut-
an). Aken ada kesulitan bagi eksekitor
untuk menagih denda’ atau mencari
alamat si pelanggar, juga kemungkinan
ongkos yang diperlukan untuk itu. Jebih
besar dari pada jumlah denda yang
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e:ngalams kesuhtan dalam
cmbah STNK/SIM “atau

¥ m&nghambat pmses pembﬂnan bantuan
- NZICATa Lemi}aga Bantuan
Hukum S(LBH) . - Medan, . .demikian
dmy&aka oleh Jaksa Agung. Smgg).h
SH, pada rapat kerja bersama Komisi 11
DPRRBIL pada hari Rabu (7/7) di Jakarta,
Smgg:h juga mcnyangkal beritatberita di
media massa yang menyebutkan bahwa
pengacarz. dari LBH Medan sulit untuk
menemui para tersangka tentang haknya
untuk menghormata tersangka - dalam
kasus’ ‘penyerangan Mapolsek Pangkalan
Brandan 25 Maret 1993: Jaksa menghor-
mati tersangka, bahkan . Jaksa i telah
mengmgatkan tsrsangka tentang haknya
untuk didapingi penasehat hukum. Pihak
Kejaksaan sangat memperhatikan kasus
ini, bahkan telah menugasi Jaksa Agung
Muda bidang Pidana umum (Jampidum)
untuk -memonitor langsung perkara ini.
Dxtambahkan juga - saat-ini: tersangka
telah - . didampingi pcnasehat hukum,
namun dari 198 tersangka, hanya 11
omang. .yang.. bersedia., ‘Selain. i,
kesehatan - para - te_rsangka ‘juga amat
diperhatiXan, . bahwa . anak-anak . yang
turut ditahan karena kagus Sei Lepan ini
diberi . kesempatan - untuk . mengikuti
EBTA : demikian .dikutip. dari, Kompas
(10/7),- Dipihak lain. Drs Mulyana W:
Kusumah dari YLBHI mengemukakan

Nomor.3 Tahun XXITT

bahwa . memang benar . para tersangka

' telah didampingi pcnasehat hukum, akan

tetapi itu. baru terjadi sctelah tersangka
diadili;: bukara sejak tcrsangka dltangkap,
seperti | ketsntuan KUHAP, :

Mulyana juga.. mengungkapkan banwa

salah Seorang tersangka yang diampingi. .

LBH Medan saat ini sedang menderits
sakit. pada hidung dan mulumya yang

terus. menerus. mcngeluarkan -darah.

Dmtarakaa ‘juga oleh, Mulyana bahwa
pada kasus-Kasua, tertenty, Khususnya

“yang ersifat - politis ‘Dinsanya penyidik- e
.pchs; atan, ‘kejaksaan baru mengijinkan

pemberian bantuar hukum setelah proses
penyxchkan selesai. ; :

Dalam meningkatkan kualitas, efekiifitas
dan efisiensi pembangunan Badan Peme-
riksa - Keuangan. (Bepeka}.: dlharapkan
dapat. .Jebih ‘bekerjassama. dengan DPR
dengan fungsinya scbagai badan peme-
riksa anggaran balanja negara, demikian
pendapat kerua F-ABRI Abu Hartono,
Sekreteris F-KP MNovyan Kaman dan
‘Wakil Ketus Komisi APBN dari F-PDI
Aberson- Marle Sihaloho. Peran DPR
sehagal . pengawas .. pemerintah - amat
ditunjang oleh Bepeka sebagai.penegak
kedaulatan rakyat disisi keuangan. Ber-
himpitnya kerja yang dapat mempererat
dan...mempercepat. kerjasama .. antara
kcdaanya

Nowvyan: Kaman mengedepankan juga
dasar hukam Bepcka yaitu ICW . (Indis-
che.Comtafilitei Wet). yang merupakan
produk kolonial dan:dirasa sudah lidak
relevan lagi dengan perkembangan In-
donesia saat.ini.-Selain jtu disoroti juga
tumpang - tindihnya: tugas-tuges  Bepeka
secara juridis formal yang terlihat dan
adanya “UU -APBN. yang bersamaan



'-a's':{h

i S

d@ngaﬂ Eeputusan Presiden (Keppres).
Seéangkaa Aberson Sihalsjo smengung-
kapkan bahwa Cakupan tigas Bepeka
harus *ditingkatkan “patvk menghadapi
tuntutan  peningkatan kwalias - seria
ﬁmaga audit yang berkialilas akdn san-
gm membaniu Bepeka mengiwasi keuan-
: gan zzegam ‘Dan ‘ustuk ‘membiayai
-Bempa i, , diharapikan anggaran Bepeka
dzpeﬁ:s@sar dan “dicaniomkan sccara
@ksphsﬁ éialam APBN P@sma pendana-
“Sem g eing - amat mmp%riemh posisi
Bepeka. Apbaila Bepeka dapat beker-
jasama dengan DPR dalam ‘anggazan,
maka menagingal kedudukan DPR dalam
hal anggarzn, maka mengingat
kedudukan DPR dalam AFBMN yang
febih kust dari pemerintah kemungkin-
nan dapat dilakukan perubaban perbaik-
an. Pencantuman snggsrandalam APBN
ini bm'iaku bukm saja terhadup Bepeka,
wsp; Juga ﬁcmua Icmbaga tmgga ﬁcgam
Iain. "

R

Perubahan status Bank Tabungan Negara
(BTN} menjadi bank umum menibulkan
kekuativan beribahnya pula wjuan BTN
<kl memberikan pembiayaanperumahan
mirah dan sederhana ke arah pembiaya-
an ‘rumah mewsh dan hanya mencari
keuntimmgan belaka. Masalah perumahan
murah sederhana ini muncul dalam rapat
dengar pendapat antara komisi VII DPR
RI‘dengan Direkivr Utama PT Bank
Tabungan Negara Towil Heryoto di
Gedung MPR/DPR Jakaria pada hari
Rabu (30/6). Ign Suwardi dari F-ABri
menyorotiperihal KPR - Griva Tama
BTN yang menawarkan maksimal kredit
fembiayaan rumah scharga Rp 300 juta
kepadas  konsomen. BTN schenarnya

Hulam-dan-Pembangujion.

hanya ‘menyediakan dana sebesar 176"
dari keselutruban outstanding kre:d:tnyé :
untuk hal itu, sedangkean sisanya sebegar
23% adalah uniuk pembiayaan p@mmah‘_
an mursh dan sederhana. Tindakan BTN
itu "dan perubabn statusnya’ diicuat;rkan"
akan membuat BTN melalaikan misinya .
sebagai pelayan masyarakat untuk’men-
dapatkan perumshan yang murah - dzn
sederhana. Dirut BTN Towil Hervoto
dengan tegas menanggapi hal itu - dan
membantzh “kekuatiran - dari kalanaan
DPR. Menurut Towil, BTN tidak akan
permnah mciupakan ‘fungsinya “§ebagai
pelayan masyarakat dalam menyediakan -
perumahan murah dan sederhana. Diaku-
inya ‘dapat dipergunakan untuk menarik
keuntungan, tetapi itv bukanlah slasan
untuk melupakan misi yang diembannya!
Towil mengakui  juga adanya oknum
dari BTN ‘vanz memanfasatkan sedikis
nya penawaran semealzra permintaan
amat besar, akan tetapi kolusi yang
terjadi ins telah mendapat penangan yang
serius dari pihisk BTN sebesar 2,7%:itu
masih wajar apabila diingat bahwa seha®
gian besar dari golongan menengah ke
bawah dan datang d&n golongan masya»
r&kﬁt tidak’ mampu o

dkk

Penguaten posisi DPR sebagai pengawas
pemernintah/eksekutif antara lain adalah
melalu penggantiaa berbagai peraturan
undang-undang mengenai orpol, pemiluy;
kedudukan MPR/DFR seta mencabut
ketentuan lain yang mengebisi “DPRI -
Penguatan mayoritas’ yang ada dalam
DPR, demikian - rangkuman dengar
pendapat antara Yusuf Syakir dari F-PP
dan Sabam Sirall dari F-PDI dengaan
Kempas schutbungan seminar yang '
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. Barlementaria |

diadakan’ ‘cleh The Asian Foundation,
'Cesda ‘dan’ LPSES di Jakarta (U7

o Adnan: Buyung Masution, Abdurachman,

" Wahxd dan TH Sumaariana dalam semi;

“par.” men genal
anusm ‘sesual’p

: ién yang kuat niscaya DPR: zkan
: -dapat msn_lemmkan pengertian tenfang
' -ke:penimgan umum_ agar tidak dirancu-

' kan dengan kepeéntingan pénguasa. Pada

3dasamya DPR berkeinginan untuk me-

"-_-'F'mihiu P{)sisl ‘yang lebih “kuat sebagai

daya sambui terhadap keinginan rekyat,
dan bila inl tidak ada maka rakyat akan
mempergunakan "parlemen jalanan" atag
saluran-saluran politik lain yang bias
atau maiahaﬁ rakyat akan kehilangan

daya partisipasinya dalam politik. Yusud _
rpendapat bahwa seoara esensi

kedudukan 'DPR ‘mempunyai legitimasi
yang kpat kepada DPR hal itu tidak
berarti ‘bahwa posisi DPR di hadapan
pemerintah lesnah. DPR mempunyai hak
melakukan pengawasan, memberi peri-
ngatan bahkan meminta MPR mengada-
kan sidang istimewa untuk memints
pertanggungjawaban pemerintah. Yang
menjadi  permasalahan adalah DPR

pcmmsalah adalzh DPR saat inni ‘terjerat -
‘dalam berbagai peraturan dan Lt tertib

yang dibuat oleh DPR sendiri. Sebagai
‘contohnya “adalah hak inisisatif yang

penegakan Halk. Asasi-
asal 27 dan 28 HUD

tu__berpendapat jika DPR mem;h—_

telah ada };escpakamn.untuk mezﬁpc bai-

“Xi-tata“tertib ‘menguatkan posisi DPR.

Amat disayangkan F-KP sebagai salah -

satu kekuatan pendukungnya terayata'i:’ oo
mengundurkan diri dari kessepakatan ..

tersebuot. Sabam Sirait lebih jelas menga-
takan bahwa kedudukan DPR di hadapan
pemerintah tetap lemah dan tidak ber-
daya karena inisiatifnya yang lemah.
Kelemah inisiatif ini bermula dari’ infra-

':_areu_ktur_ potitik ‘yang “tidam mampu
" melahirkan anggota DPR yang represen-

tatif sesuaj tuntutan jamén. Menorut
Sabam Siral hal ini terjadi karean pera-
turan perundang-undangan yang ada

tidak mendukung, :hal inilah yang se- .~

menjak dahulu disadari oleh PDL Akan
ietepi amat dissyangkan bahwa usaha~
usaha PDI untuk memperbaiki ‘gagal
justru karena mendapat tentangan dari
kekuatan mayorites.

Ester Jusul

. dm

Truth is not only viclated by falsehood; it may outraged by silence.
-.Kebenaran tidak hanya dxperkosa oleh kepalsuan feiapi juga oleh sikap berdiam

_ I(Hénn' Frederic Amiel)

—
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Morabit,-- Singapore: Singapore Journal of Legal Studies, July 1992
: 40, Y Qo

.. PDH-FHUI

‘Pinsler, Jeffrey D. . ... ..
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- sar mwme lahix di Surabaya, 6 November 1965 Ia ada}ah staf

:ggota team Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan
2 R pubi;kl donésia. '

KO, iahn' gil akarta tanggal 15 Agustus i%s fa mulai
tahun 1960, meraih gelar Sarjana Hukum dari FHUI
pada tzhun 1964 dan. menjadl staf penoajar tetap sampai ‘sekarang. Selain
itu, beliau juga menjadi staf pengajar - tidak tetap pada FH Universitas
Tarumanegara, FH Unika Atmajaya dan FH Universitas Naszonal Jakarta.
Terakhir, tahun 1996, beliau adaiah peserta program pascasarjana
Umvezs;tas Indoaesxa :

ARI PURWA@I mulai-menjadi staf pengajar, Fakultas Hukum Umversztas
Wijaya Kusuma Surabaya sejak lulus dari Fakultas Hukum Universitas
Airfangga, tahun 1983, hingga sekarang. Saat ini, ia juga menjabat Ketua
Biro Bantuan Hukum Universitas Wijaya Kusuma.

SEKHALID YUSOFF, lahir tanggal 18 Agustus 1951, Tulus dari Mara Ingtitute

of Technology, School of Administration and Law. Pendidikan lainnya
' adalah gelar LL:B ‘dari University of London, 1976; M.A. dari City of
'LoadonPolytechmc 1081; Barrister-at-Law di Lincoln’s Inn, London, 1982;
‘serfa”memperoleh ijin sebagai Advocate & Solicitor dari High Court of
= Malaya; 1991,
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Karangan~karangan Hukum
Yurisprudensi dan
Komeniar
Timbangan Buku
Berita Kepustakaan _
Fak. Hukum dalam bﬂnta
Wawancara
-“Parlementaria
- Kronik [
-Peraturan per-undang2-an
Fomentar & Pendapat

majalah hukum =
terkemuka masa kini
: HUBUNGILAH TOKD BUKU TERDEKAT '
ATAU LANGEUMNG TATA USAHA

"HUEUM dan PEMBANGUNAN" Ji. Cirebon Mo, 5 - Jaksaria
Telepon : 335432

B

iet us dare to read; think, speak, and write.
Hendaknya kita berani membaca, berbicara, dan. menulis. ..
: {Jokn Adam)
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